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ABSTRAK 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penenmaan 
Wicrah mempunyai peranan penting dalam pembar1guna.i1. Oleh karena itu, 
pemerintah daerah meningkatkan penerimaan melalui sektor pajak daerah sebagai 
sumber yang potensial, ldmsusnya pajak reldame. Pajak reldame adalah pajak atas 
penyelenggaraan reklame. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah penerimaan pajak reklame 
pada dinas pertarnanan Kota rv1edan sudah efe~-tif. Sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah 
data penerimaan pajak reklam.e sejak. dikeluarkannya perda Kota Medan tentang 
pajak reklame, yang menjadi sampei daiam peneiitian ini adaiah data penerimaan 
pajak reklame di Kota Medan periode tahun 2008 sampai dengan 2011. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menyajikan data 
historis perkembangan penerimaan pajak reklame, dilakukan penghitungan tingkat 
efek.iifitas pemungutan pajak rek:lame. 

Setelah data diolah, maka diperoleh hasil yaitu bahwa tingkat efektifitas 
pene1imaan pajak dari tahun 2008-2009 adalah sangat efektif yaitu berada dial.as 
100%. Sedangkan pada tahun 2010-2011 mengalami penurunan yang cukup 
signifikan, yaitu 80%-55%. H~l ini berba..11ding terb~lik denga..11 besa..ra...11 ju....111la.."'1 
realisasi penerimaan pajak reklame yang diterima tiap tahunnya yang selalu 
mengalami kenaikan. Dengan demikian pihak pemerintah dikira perlu 
rneningkatkan upaya-upaya yang bertujuan meningkatkan efoktifitas penerimaa.1 
paj ak rek:lame dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Ko ta Medan. 

Kata Kunci : Efektifitas, Penerimaan Pajak, Pajak Reklame 
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A. Latar Belakang Masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Penerimaan sektor pajak merupakan sum.her penerimaan dalam negeri 

yang bersifat labil dan dinamis serta merupakan perwujudan dari tekad untuk 

menjadikan penerimaan pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara. Pajak 

dapat diartikan sebagai biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan 

untuk menghasilkan pendapatan disuatu negara, karena ketersediaan berbagai 

sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa 

adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk iuran tersebut. Pajak dipungut 

berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang-barang 

dan jasa kolektif untuk pencapaian kepentingan umum. Pajak merupakan 

pungutan yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 

Pendapatan asli daerah sangat berperan besar dalam peningkatan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ada beberapa komponen 

dalam Pendapatan Asli Daerah, diantaranya adalah pajak daerah, retribusi daerah, 

bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. P~1ak 

daerah salah satunya. Pajak daerah termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang sangat mempengaruhi penerimaan daerah. 

Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta 

dan Surabaya. Selain disebut sebagai Kota Metropolitan, Kota Medan juga 

1 
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menjadi sentral segala kegiatan terutama kegiatan bisnis mengingat letaknya yang 

tidak terlaiu jauh dari negara Malaysia dan Singapura. Oleh karena itu, 

pemerintah Kota Medan clan pihak swasta bekerja sama untuk selalu 

meningkatkan kualitas kotanya agar Kota Medan semakin berkembang di 

kemudian hari. 

Kondisi tersebut merupakan sasaran utama bagi pemasaran produk-produk 

nasional maupun mancanegara unutk memasarkan baran_g dan jasa yan_g akan 

dikonsumsi masyarakat kota Medan. Disamping itu, kondisi ini mengakibatkan 

tambah suburnya media periklanan baik media luar ruangan maupun berbagai 

sarana lainnya seperti media cetak dan elektronik, yang hal ini ditetapkan seba_gai 

objek pajak daerah, yaitu pajak reklame. 

Tabel 1.1 
J"umlah Penerimaan Pajak Reklame Kota Medan 

Tahun 2004-201 t 

No. Tahun Penerimaan 

1 2004 Rp 5,000,050.600 

2 2005 Rp 8,000,046.000 

3 2006 Rp 10,500,250.800 
4 2007 Rp 11 ,500,003360 

5 2008 Rp 13,700,060,400 

6 2009 Rp 20,013 ,000,000 

7 2010 Rp 30,000,000,000 

8 2011 Rp 48,161,000,000 

Sumber : Dinas Penciapatan Kota Medan, 2011 
Dengan jumlah reklame yang terns bertambah diharapkan Pemerintah 

Kota Medan akan dapat m~J,<ealisasikan penerimaan yang cukup signifikan 

sehingga kontribusi yang diharapkan dari pajak rekiame terhadap total 

2 
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penerimaan paiak daerah cukup besar. Harapan tersebut tentunya sangat mungkin - - . ... - .. 

terwujud apabila pelaksanaan pemungutan pajak reklame dapat berjalan secara 

efektif dan efi.sien. Namun kenyataan yang terjadi di Kota Medan penerimaan 

pajak pajak daerah khususnya pajak reklame sering kali tidak mencapai target 

penerimaan yang telah ditetapkan atau diharapkan. Dilihat dari besanya, porsi 

penerimaan pajak rekalme cukup signifikan dari total penerimaan asli daerah kota 

Medan. 

Berdasarkan keterangan dan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik 

unutk melakukan penelitian dan membuat penulisan skripsi dengan judul 

"Analisis Penerimaan P8;iak Reklame Pada Dinas Pertamanan Kota Medan" 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut : "Apakah penerimaan pajak reklame pada Dinas Pertamanan Kota Medan 

sudah efektif?" 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah :wituk mengetahui tingkat efektifitas 

penerimaan pajak reklame pada Dinas Pertamanan Kota Medan periode tahwi 

2008 sampai dengan tahun 2011. 

3 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik bagi 

penulis maupun pihak lain sebagai berikut : 

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan 

mengenai perpajakan khususnya terhadap obyek pajak reklame. 

2. Bagi Dinas Pertamanan Kota Medan, memberikan saran dan masukan tentang 

upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan 

pajak reklame .. 

3. Bagi pihak lain. penelitian ini sebagai bah.an referensi dan informasi tambahan 

yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu perpajakan, 

khususnya pelaksanaan administrasi pajak reklame yang dapat menunjang 

penerimaaan p~jak daerah yang efekti£ 

4 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Pengertian dan Somber-somber Pendapatan Daerah 

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Sebelum meninjau lebih jauh tentang pajak yang me~jadi sumber 

pendapatan asli daerah (PAD), pada sub bab ini penulis akan menjelaskan terlebih 

dahulu mengenai pendapatan asli daerah (PAD). Pengertian tersebut telah diatur 

dalam UU No 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Pusat clan Daerah 

yang dikutip oleh Halim (2004:64), yaitu : "Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber 

ekonomi daerah." 

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Kertabudi (2007:2), 

menyatakan bahwa : "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan 

yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang 

dipungut berdasarkan Undang-undang." 

Dari definisi diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa pendapatan asli 

daerah adalah penerimaan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperoleh daerah 

dari wilayahnya sendiri. 
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6 

2. Sumber - sumber Pendapatan Daerah 

Menurut Darise (2009:67) berdasarkan UU No 25 tahun 1999 diatas 

sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik itu Kabupaten/Kota terdiri 

dari: 

a Hasil Pajak Daerah 
b. Hasil Retribusi Daerah 
c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya. 

d. Pendapatan Asli Daerah iainnya yang sah 

Adapun maksud pengertian dari masing-masing sumber-sumber 

pendapatan asli daerah tersebut menurut berdasarkan UU No 25 tahun 1999 

adalah sebagai berikut : 

1. Hasil pajak daerah yaitu iuran w~iib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang tidak dapat dipaksakan dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang 

terdiri dari : 

a Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

c. Pajak ffiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 

g. Pajak Parkir 

2. Hasil retribusi daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 

badn kepad daerah dengan imbalan langsung dan tidak dapat dipaksakan dan 
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digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, yang terdiri 

dari: 

a. Retribusi Jasa Umum 

b. Retribusi Jasa Usaha 

c. Retribusi Perijinan Tertentu 

3. Hasil perusahaan milik daerah dan basil pengelolaan kekayaan daerah lainnya 

yang dipisahkan antara lain : 

a. Bagian laba 

b. Deviden 

c. Penjualan saham milik daerah 

4. Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah, seperti penjualan asset tetap daerah 

dan jasa giro. Berdasarkan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Bandung terdapat jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

terdiri dari: 

a. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau 

angsuran 

b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak 

dipisahkan 

c. Jasa giro 

d. Pendapatan bunga 

e. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi 
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f. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan/ataua pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah 

g. Penerimaan keuntungan dari seiisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

asing 

h. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 

i. Pendapatan denda pajak dan retribusi 

J. Pendapatan hasil ekskusi atas jaminan 

k. Pendapatan dari pengembalian 

I. Fasilitas sosial dan fasilitas umum 

m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

n. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLVD) 

Meningkatnya kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada 

pemerintah daerah., menyebabkan peranan keuangan daerah sangat penting. Oleh 

karena itu daerah dituntut untuk lebih aktif dalam memobilisasikan sumber 

dayanya sendiri disamping mengelola dana yang diterima dari pemerintah pusat 

secara efisien. Kemandirian daerah inilah yang tidak dapat ditafsirkan bahwa 

pemerintah harus dapat membiayai seluruh kebutuhannya dari pendapatan asli 

daerah. Namun hams pula disertai dengan kemampuan dalam memantapkan 

manaJemen keuangan daerah melalui efisiensi pembiayaan dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang

Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa penyelenggaraan 

pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan atas 5 prinsip yaitu : 
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a. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus menunJang aspirasi 

perjuangan rakyat, yakni memperkokoh Negara kesatuan clan mempertinggi 

tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya. 

b. Pemberian otonomi kepada daerah barns merupakan otonomi yang nyata clan 

bertanggungjawab. 

c. Azas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan azas dekonsentrasi, 

dengan memberikan kemungkinan bagi pelaksanaan azas pembantuan. 

d. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan 

tujuan disamping aspek pendemokrasian. 

e. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya 

guna clan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah. terutama dalam 

pelaksanaan pembangunan clan pelayanan terhadap masyarakat serta unruk 

meningkatkan pembinaan kestabilan politik clan kesatuan bangsa 

B. Pengertian Pajak Daerah 

Pengertian pajak daerah menurut Siahaan (2005:10) adalah pajak yang 

ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda) yang 

wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah clan hasilnya 

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintahan clan pembangunan di daerah. 

Ruang lingkup pajak daerah menurut Rahayu (2010:46) terbatas pada 

objek yang belum dikenakan pajak pusat. "1. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) 2. 
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Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/K.ota)." Dalam penelitian ini peneliti akan 

membahas mengenai pajak daerah tingk.at II (Kabupaten/K.ota) saja. 

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2004 perubahan atas undang

undang no. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang 

dimaksud dengan pajak daerah adalah "iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi 

atau badan kepada daerah tan.pa imbalan langsung yang seimbang yang didapat". 

Undang-undang ini kemudian direvisi oleh undang-undang republik 

Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(2009:4). Mendefiniskan bahwa pajak daerah adalah :"kontrbusi wajib kepada 

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan sevara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat". 

Dari beberapa defonisi di atas penulis berpendapat bahwa pajak daerah itu 

w~iib dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tujuan untuk 

memakmurkan rakyat demi keperluan daerah dengan tidak mendapat imbalan 

secara langsung. 

Menurut Fatchanie (2007:28) pajak daerah merupakan salah satu faktor 

dalam pendapatan daerah, berikut fungsi dari pajak daerah antara lain: Sebagai 

tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

Juga sebagai sumber dana yang sangat berarti dalam rangka pembiayaan 

pembangunan daerah. 
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C. Pajak Reklame 

Dengan ditetapkannya Perntunm Undang-Undang Republik Indonesia 

nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah telah 

memberikan nuansa barn dimana sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan 

otonomi daerah yang luas, nyata· dan bertanggungjawab, pembiayaan 

pemerintahan dan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah 

khususnya yang bersumber dari Pajak Reklame. 

Rek:lame merupakan benda, alat, perbuatan atau media bentuk dan corak 

ragamnya dirancang untuk tujuan komersial. memperkenalkan, menganjurkan. 

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, 

orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau 

dinikmati oleh umum. 

Berdasarkan uraian diatas tidak semua reklame bisa dipergunakan untuk 

memperkenalkan bahkan untuk menarik perhatian umum seperti yang dilakukan 

oleh pemerintah. 

1. Pengertian Pajak Reklame 

Pengertian Pajak Reklame menurut Peraturan Daerah Kota Medan No. 2 

Tahun 2004 (2004:4) yaitu: "Pajak Reklame adalah pungutan daerah atas 

penyelenggaraan reklame." 

Berdasarkan uraian tersebut, pajak reklame merupakan pungutan daerah 

atas penyelenggaraan reklame yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang 

berlaku. 
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2. Dasar Hukum Pajak Reklame 

Dasa.r hukum pajak reklame di Kota Medan adalah Perntunm Daer.ili Kota 

Medan Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pajak Reklame. Sedangkan dasar hokum 

keluarnya peraturan daerah tersebut adalah sebagai·berikut: 

a Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa 

Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3684). 

d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3685), Jo. Undang-undang 

e. Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2000 Nomor 246). 

f. Undang-undang Nomor 19 Tahun 19987 tentang Penagihan Pajak dengan 

Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 42 Tambahan Lembaran 

Negara No. 3685), Jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

g. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 1999 Nomor 60). Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 
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ientang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 77). 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah 

1. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pa:.iak Daerah 

j. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tekhnik Penyusunan 

Peraturan Perundang-undangan clan Bentuk Rancangan Undang-undang, 

Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden 

k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk 

Peraturan Daerah clan Peraturan Daerah Perubahan 

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman 

Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 

m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria 

Wa:.iib P8:.iak yang W8:.iib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara 

Pembukuan 

n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah 

o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem clan 

Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan 

Daerah Lainnya. 

3. Objek Pajak Reklame 
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Menurut Siahaan (2005:325) mengenai objek pajak reklame, menyatakan 

bahwa : "Yang men.iadi objek pa:iak reklame adalah semua penyelenggara 

reklame, penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame 

atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten I Kota." 

Objek pajak reklame terdiri dari 10 macam yang berbeda-beda 

Sebagaimana yang dimaksud diatas objek pajak reklame menurut Siahaan 

(2005:326), meliputi: 

a Reklame papan 

b. Reklame video 

c. Reklame kain 

d. Reklame melekat ( stiker) 

e. Reklame selebaran 

f. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan 

g. Reklame udara 

h. Reklame suara 

1. Reklame film/slade 

J. Reklame peragaan 

Adapun maksud pengertian dari masing-masing objek pajak reklame 

adalah sebagai berikut: 
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a Reklame papan Adalah reklame yang ierbuat dari papan, kayu, iermasuk seng 

atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan pada bangunan, 

tembok, dinding dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari. 

b. Reklame video Adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar 

berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan 

berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan 

tenaga listrik. 

c. Reklame kain Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan 

bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis itu. 

d. Reklame melekat (stiker) Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, 

diselenggarakan dengan cara disebarkan. dipasang, digantungkan pada suatu 

benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200cm2 per lembar. 

e. Reklame selebaran Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, 

diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan 

ketentuan tidak untuk ditempelkan. diletakkan, dipasang, atau digantungkan 

pada suatu benda lain. 

f. Reklame berjalan tennasuk pada kendaraan Adalah reklame yang 

ditempatk:an atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan 

menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang. 

g. Reklame udara Adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan 

menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis. 
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h. Reklame suara Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan 

kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh 

perantaraan alat. 

I. Reklame film I slade Adalah reklame yang diselenggarakan · dengan 

menggunakan klise berupa kaca atau film. ataupun bahan-bahan yang sejenis. 

sebagai alat untulc diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layer atau benda 

lain yang ada di ruangan. 

J. Reklame peragaan Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara 

memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara 

Ada beberapa objek pajak yang dikecualikan dalam pasal rm yaitu 

penyelenggaraan reklame melalui internet. televisi. radio, warta harian, warta 

mingguan. warta bulanan, dan reklame yang diadakan khusus untulc kegiatan 

ssosial, pendidikan keagamaan, dan politik tanpa sponsor. 

Sedangkan yang tidak termasuk sebagai objek p~iak reklame adalah : 

a Penyelengaraan reklame melalui internet, televisi, radio, wama harian, warta 

mingguan, warta bulanan dan sejenisnya 

b. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

c. Penyenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah dan 

tempat panti asuhan 

d. Penyelenggaraan reklame yang semata-mata mengenai pemilikan dan I atau 

peruntulcan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 0,25 m2 dan 

diselenggarakan di atas tanah tersebut 
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e. Merupakan reklame yang disebarkan, apabila benda yang dijadikan reklame 

itu dimaksudkan juga bermanfaat bagi yang menerimanya. 

f. Diselenggarakan oleh Perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan 

PBB serta badan-badan khususnya badan-badan atau lembaga organisasi 

intemasional apda lokasi badan-badan dimaksud 

g. Diselenggarakan oleh Partai Politik dan atau Organisasi Kemasyarakatan 

4. Subjek Pajak Reklame 

Subjek pajak reklame menurut Darise (2009:62), menyatakan bahwa : 

"Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan 

atau melakukan pemesanan reklame." Jadi setiap orang pribadi atau badan yang 

akan menyelenggaraan atau melakukan pemesanan reklame disebut subjek pajak 

reklame. 

5. Wajib Pajak Reklame 

Wajib pajak reklame menurut Siahaan (2005:10), menyatakan bahwa : 

"Wa_jib pa_jak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan 

reklame. Jika reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan 

yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendi..'1., wajib pajak reklame 

adalah orang pribadi atau badan tersebut." 

Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga, 

misalnya perusahaan jasa periklanan, maka pihak ketiga tersebut menjadi Wajib 
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Pajak Reklame. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat 

diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-Undang dan 

peraturan daerah tentang pajak reklame. Wakil wajib pajak bertanggung jawab 

secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. 

Selain i~ wajib p~jak dapat menunjuk seorang k:uasa dengan surat kuasa khusus 

untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. 

6. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif 

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa 

reklame diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jangka waktu 

penyelenggaraan, dan ukuran media reklame." 

Hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan keputusan Kepala 

Daerah. Tarif Pajak Reklame paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) 

sehingga besamya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Reklame yang terutang 

dipungut di wilayah Daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan. 

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (Dua Pu/uh Lima Persen). 

Besarnya pokok pajak reklame ·yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 

tarif dengan dasar pengenaan pajak reklame. Setiap penambahan ketinggian 

sampai dengan 15 meter dikenakan tambahan pajak sebesar 20% (Dua Puluh 

Persen) dari pokok pajak pada ketinggian 15 meter pertama. Masa pajak reklame 
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adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 tahun takwin atal! jangka 

waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Walikota 
r .. ~ 

UST!\'t--'"' 

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. Nilai Sewa 

Reklame diperhitungkan dengan memperhatikan : 

a Lokasi Penempatan 

b. Jenis 

c. Jangka waktu penyelenggaraan dan 

d. Ukuran media reklame 

Lokasi penempatan reklame ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

Lokasi penempatan adalah lokasi peleiakkan reklame berdasarkan nilai strategis 

titik reklame dan kelas jalan yang ditetapkan dengan Keputusan W alikota dengan 

rincian sebagai berikut: 

a Kelas I 

b. Kelas II 

c. Kelas III 

Nilai sewa reklame untuk jenis reklame selain reklame 

billboard/papan/megatron/ videotron/large elektronik display dan reklame kain 

serta baliho sebagaimana ditetapkan sebagai berikut : 

a Reklame Rp. 500/crm sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000 

setiap kali penyelenggaraan 

b. Reklame Selebaran Rp. 500/clll2 sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000 

setiap kali penyelenggaraan 
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c. Reklame berjalan/ 

d. Reklame Udara 

e. Reklame Suara 

f. Reklame Film/Slide 

g. Reklame paragaan 

20 

: Rp. 5000/Ill2Jbari.tkendaraan 

Rp. 2.000.000.- sekali peragaan. paling lama satu 

bulan 

Rp. 1.000/15 detik. bagian-bagian yang kurang 

dari 15 deiik dihitung menjadi 15 detik 

Rp. 5.000/15 detik dengan suara, Rp. 2.000/15 

detik tanpa suara. Baigan-bagian yang kurang 

dari 15 detik dihitung menjadi 15 detik 

Rp. 12.000 I hari dan sekurang-kurangnya 

Rp. 240.000 

Nilai sewa reklame untuk. penyelenggaraan reklame didalam ruangan 

(indoor) dihitung dan ditetapkan sebesar 50% (Lima Pu/uh Persen) dari Nilai 

Sewa Reklame. 

Pa:iak Reklame terutang dalam masa pa:jak terjadi atau timbul pada saat 

kegiatan penyelenggaraan reklame dilakukan atau diterbitkan Surat Penetapan 

Pajak Reklame (SPPR). Pajak yang terhutang dipungut didalam daerah. 

Pendaftaran dilakukan terhadap wa:iib pa:iak yang berdomisili didalam maupun 

diluar wilayah daerah yang memiliki objek pajak didaerah. 

Penda:ftaran diawali dengan mempersiapkan formulir pendaftaran. \Vajib 

pajak W8:iib mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap dan benar serta 

mengembalikannya ke Dinas Pendapatan Daerah. Formulir pendaftaran yang 

dikembalikan oleh wajib pajak dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak secara 
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berurutan yang digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) 

bagi wajib pajak. Setiap wajib pajak harus mengsi SPTPD dan formulir lain yang 

disamakan dengan itu. 

SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani 

oleh wajib pajak atau kuasanya. SPTPD harus disampaikan kepada Kepala 

Daerah atau pejabat selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) setelah berakhimya 

masa pajak. Ben~ isi dan tatacara pengisian dan penyampaian SPTDP 

ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dalam _langka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat 

terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan : 

a SKPDKB 

b. SKPDKBT 

c. SKPDN 

SKPDKB diterbitkan : 

a). Apabila berdasarkan basil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang 

terhutang -tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat 

bayar unruk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat 

terutang pajak 

b ). Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditenrukan dan 

telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 

2% (dua persen} sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar 
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untuk jangka waktu paling iama 24 (dua puluh empat) bulan sejak terutangnya 

pajak 

c). Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang 

dihitung secara , jabatan dan dikenaka...-ri sanksi administrasi berupa kenaik:an 

sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 

terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat) bulan 

sejak saat terutangnya pajak SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru yang semula belum terungkap 

yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan 

sanksi administrasi berupa kenaikkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah 

kekurangan pajak: tersebut. 

SKPDN diterbitkan: 

a. Apabila jumlah pajak: terutang sama besamya dengan jumlah yang telah 

disetorkan. 

b. Apabila kewajiban membayar p~iak: terutang pada SKPDKB dan SKPDKBT 

tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, ditagih dengan 

menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 

2% ( dua persen) sebulan. Penambahan jumlah p~iak: yang terutang tidak: 

dikenak:an pada wajib pajak: apabila melaporkan sendiri sebelum dilak:ukan 

pemerik:saan. 

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang di~iuk 

oleh Kepala Daerah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima SPTPD, 
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D. Efektivitas Penerimaan Pajak 

Potensi pajak reklame ini diperuleh dengan earn mengalikan basi!i pajak 

(Tax Base) Pa1ak reklame dengan tarif pa1ak yang berlaku. Menurut Devas . .. ~ ~ ~ .. ~ 

(1989:201 ), efektivitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga 

dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertenU4 kebijakan dan 

prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat 

keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan 

efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan 

menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah 

ditentukan 

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan 

suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 

2002).Adapun cara untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak adalah 

sebagai berikut : 

Efektivitas = Realisasi Penerimaan Pajak x 100% 
Potensi Peneri..maan Pajak 

Dari pengertian efektivitas tersebut disimpulkan bahwa efektivitas 

bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin 

efektif. standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana 

realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar 

minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektf. Selama ini belum ada ukuran 

baku mengenai kategori efektifitas, ukuran efektifitas biasanya dinyatakan secara 
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kualitatif dalam bentuk pemyataan saja Gudgement). Tingkat efektifitas dapat 

digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu: 

I. Hasii perbandingan tingkat pencapaian diatas 100 persen berarti sangat efektif 

2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100 persen berarti efektif. 

3. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100 persen berarti tidak efektif. 

E. Kerangka Konseptual 

Proses pemungutan pajak reklame merupkan rangkaian kegiatan yang 

hams direncanakan, dilaksanakan dan dokordinasikan sedemikan rupa. Kontribusi 

pajak reklame terhadap total penerimaan pendapatan daerah tingkat II Kota 

Medan cukup besar. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pajak 

reklame adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). 

Efektivitas penerimaan pajak reklame Kota Medan dilihat dari besaran 

jumlah penerimaan pajak relame dari tahun ke tahun dan pencapaian rencana 

penerimaan dalam bentuk anggaran pendapatn asli daerah (PAD) untuk p~jak 

reklame. Secara skematis, kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Pemungutan Pajak Reklame - Efektivitas Penerimaan ~ 

Paiak Reklame 

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual 
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BAB III 

lVIETODE PENELITIAN 

A. Jenis, Lokasi 'dan Waktu Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode 

deskriptif. yaitu suatu metode dimana data dikumpulkan. diinterpretasikan, 

dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan 

masalah yang dihadapi. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pertamanan Kota Medan 

beralamat din. Pinang Baris No. 114 Medan Telp. 061 8459665 

3. W aktu Penelitian 

Penelitian berlangsung mulai bulan Mei 2012 sampai dengan selesai. 

No. Jenis Penelitian 
l 

1 .Kwij Wl!;dll kl: din as 
terka.it 

" Pengujuan Judu1 ;. 

3 Penyusunan Proposal 

4 S.:t11ima· Pt'(}{K!Siil 

5 Penyusunan Proposal 

6 B!mbingan S!cripsi 

7 Sidang 

Tabel 3.1 
Rencana Waktu Penelitian 

Tahun 2012 

Mei Juni Juli 
2 3 '1 l 2 3 '1 l 2 3 '1 

I 

Agustus September 
l 2 3 '1 ! '} l 3 '1 

I 

I 

I 
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B. Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel d.aiam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Populasi. "Populasi ad.alah keseluruhan subjek penelitian. Apabila mgm 

meneliti semua elemefi yang ada dalam wilayah penelitian maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi". (Arikunto, 2007: 108). Sesuai dengan pendapat 

di atas. populasi yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah data 

penerimaan pajak reklame Kota Medan semenjak dikeluarkannya Perda Kota 

Medan tahun 1985 tentang Pajak Reklame. 

2. Sampel. "Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

adalah data penerimaan pajak reklame di Kota Medan periode tahun 2008 

sampai dengan 2011. Hal ini disebabkan tidak lain untuk memudahkan peneliti 

dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Swnber data adalah data sekunder dan bersifat time series yaitu data yang 

menggunakan angka-angka dalam kurun waktu tahunan. Sumber data diperoleh 

dari data yang terdapat di Dinas Pertamanan Kota Medan. Disamping itu, data 

lainnya diperoleh dari buku bacaan. karya-karya ilmiah, laporan-laporan 

penelitian, jumal serta website yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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D. Defenisi Operasional 

1. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang dipungui berdasarkan 

peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku yang diperoleh daerah dari wilayahnya sendiri. 

2. Pajak daerah merupakan pajak yang besifat wajib dan memaksa berdasarkan 

undang-undang dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat demi keperluan 

daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. 

3. Pajak reklame merupakan pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame yang 

dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. 

4. Target merupakan rencana pencapian dalam penerimaan pajak reklame Kota 

Medan yang dituangkan dalam bentuk anggaran. 

5. Realisasi penerimaan merupakan jumlah pendapatan pajak reldame dalam 

periode tahun tertentu. 

6. Efoktivitas penerimaan pajak reklame merupakan tingkat keberhasilan 

pencapaian penerimaan pa:iak yang diukur melalui besaran persentase realisasi 

terhadap target penerimaan pajak reklame. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wa~ancara, yaitu data yang didapatkan dengan cara tanya jawab langsung 

dengan pegawai Kantor Dinas Pertamanan Kota Medan. 

2. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan data dari 

buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan penelitian termasuk data 

dan dokumen dari Kantor Dinas Pertamanan Kota Medan. 
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F. Metode Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriprif. 

Teknik analisis data deskriptif adalah teknik analisis yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan mengkalisifikasikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tan.pa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi. 

Analisis data yang digunakan dalam menganalisis tingkat efektifitas pajak 

adalah hubungan antara realisasi penerimaan pajak reklame terhadap target 

penerimaan PB:iak reklame. Besarnya efektifitas PB:iak dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

Efektifitas = Realisasi Penerimaan Pajak X 100% 
Target Penerimaan Pajak 

Apabiia hasil perhitungan efektifitas PB:iak menghasilkan angka atau 

. persentase mendekati 100%, maka pajak tersebut semakin efektif dan untuk 

melihat efektifitasnya adalah dengan membandingkan efektifitas tahun 

bersangkutan dengan tahun sebelumnya. 
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BAB V 

KESLvIPULAl'i DAl'i SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, selama kurun waktu 4 (empat) tahWl yaitu 

tahun 2008. 2009. 2010 dan 2011 diketahui bahwa kontribusi penerimaan pajak 

reklame dari tahun 2008-2009 adalah efektif sedangkan tahun 2010-2011 tidak 

efektif hal tersebut jelas terlihat dimana pada tahWl 2008, tingkat efektifitasnya 

mencapai 157.9 % sedangkan tahun 2011 hanya mencapai 55.56 %. 

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa besaran jumlah penerimaan pajak 

pajak reklame terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini berbancling terbalik 

dengan tingkat efektifitas penerimaan p~jak reklame yang terus menurun setiap 

tahunnya. 

B. Saran 

1. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pertamanan Kota Medan bersama-

sama dengan DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) hendaknya dapat 

menyikapi dengan meningkatnya jumlah objek reklame di Kota Medan maka 

realiasi penerimaan Pajak Reklan1e Kota Medan akan meningkat sehingga 

penerimaan PAD juga meningkat. Maka dengan adanya peningkatan - . ~ · ....... - ~ .. - ....... 

penenmaan PAD dapat digunakan untuk membiayai pembangunan Kota 

.Medan. 
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2. Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Rek:lame hendaknya 

diciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan industri dengan 

meningkatnya ju...~ah industri diharapkan pemasangan reklame juga akan 

meningkat. 
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